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QANUN ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
KESEHATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

. bahwa berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang“Dasar 1945 dan dalam

rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki
15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan

~ Aceh Merdeka (GAM), serta implementasi poin 1.1.2 dan 1.4.2 MoU

Helsinki, menegaskan komitmen “untuk menyelesaikan konflik Aceh
secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua,
dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga
Pemerintah Rakyat Aceh/dapat mewujudkan melalui suatu proses yang
demokratis dan adil dalam negara dan konstitusi Republik Indonesia;

. bahwa kesehatan merupakan anugerah dari Allah dan hak asasi

manusia yangberttjuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan:hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya dengan upaya bersama Pemerintah Aceh,
masyarakat, dan partisipasi pihak swasta;

. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Aceh dewasa ini belum

mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada
masyarakat dalam berbagal aspek, dan penyelenggaraan pembangunan
kesehatan di Aceh perlu dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan
berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan sesuai dengan amanat
Pasal 224 dan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, huruf b, dan huruf ¢ perfu membentuk Qanun Aceh tentang
Kesehatan;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1103);

. Undang~Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang.../-2-
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan L.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3698);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan.Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

10.Undang~Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

(Lembaran Negara/ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran “Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan ~Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

13.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

15.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

16. Undang-Undang.../-3-
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16.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063);

17.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan
Praktik Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3366);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan
1zin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3422);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara® Republik Indonesia
Nomor 3609);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia“Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

22.Peraturan Pemerintah Nomor..72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat, Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 -Nemor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor-3781);

23.Peraturan Pemerintah:Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban  Keuangan Daerah  Dalam  Pelaksanaan
Dekonsentrasii, dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia_(Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4029);

24.Peraturan  Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4029);

25, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu
Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4161);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

28.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741); '

29. Qanun.../-4-
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29.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Nangggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 03);

30.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh
(Lembaran Daerah Nangggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);

31.Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nangggroe Aceh
Darussalam Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16); |

32.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Nangggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan
Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);

33.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Daerah Nangggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
. Pasal 1

Dalam ganun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat
hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Uiidang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur.
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